BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR |2 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 178 TAHUN 2010 TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN NGAWI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga
Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur,
maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 178 Tahun 2010
tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di
Kabupaten Ngawi perlu dicabut.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 178 Tahun 2010
tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di
Kabupaten Ngawi.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang

Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2469);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebijakan

Energi Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified
Petrolium Gas Tabung 3 Kilogram,;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas tertentu di
daerah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman
Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak
dan Gas Bumi;
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
0048 Tahun 2005 tentang Standart dan Mutu (spesifikasi)
serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas,
Bahan Bakar Lain, LPG, LPN dan Hasil Olahan yang
dipasarkan di dalam negeri;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Sumber Hilir
Minyak Gas dan Bumi;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian LPG tertentu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015
tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi
Jawa Timur;

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

: PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 178 TAHUN

2010 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG
TABUNG 3 KG DI KABUPATEN NGAWI

Pasal 1

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 178 Tahun 2010 tentang Harga
Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Ngawi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 April 20(p

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SWLISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 Apil 206

SEKRETARIS DAERAHXABUPATEN NGAWL

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR (2



